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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Setelah penulis melakukan analisis terhadap permasalahan yang menjadi 

fokus penelitian maka diperoleh sejumlah kesimpulan yang merepresentasikan 

jawaban atas rumusan masalah berdasarkan pembahasan mengenai pengelolaan dana 

desa mengenai bantuan langsung tunai di Kapanewon Minggir Yogyakarta terhadap 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 dilaksanakan sebagai bagian dari 

penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Peraturan ini menjadi landasan 

teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban BLT Dana 

Desa oleh pemerintah desa. Pengelolaan BLT Dana Desa mencakup 

penganggaran dalam APBDes melalui musyawarah desa dengan alokasi paling 

banyak 25% dari Dana Desa, penetapan penerima manfaat berdasarkan data 

kemiskinan atau keputusan kepala desa, penyaluran langsung kepada keluarga 

penerima manfaat dengan besaran Rp300.000,00 per bulan, serta 

penatausahaan dan pelaporan yang dilaksanakan secara tertib, transparan, dan 

akuntabel. 

2. Dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa melalui program Bantuan 

Langsung Tunai, masih ditemui sejumlah kendala. Kendala tersebut antara lain 

adanya kecemburuan sosial di masyarakat yang mendorong sebagian warga 

yang tergolong mampu mengajukan diri sebagai penerima bantuan, termasuk 
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melalui upaya tekanan kepada pihak tertentu agar dapat masuk dalam daftar 

penerima manfaat. Selain itu, masih terdapat pola pikir keliru di kalangan 

masyarakat yang menganggap kondisi tidak mampu atau miskin sebagai syarat 

utama untuk memperoleh bantuan pemerintah. Kendala lainnya adalah 

keterbatasan fisik penerima manfaat lanjut usia yang menyebabkan mereka 

tidak dapat hadir secara langsung dalam proses penyaluran BLT Dana Desa. 

3. Upaya yang dilakukan oleh Kapanewon Minggir dalam mengatasi kendala 

pengelolaan BLT Dana Desa antara lain melalui pemberian penjelasan kepada 

masyarakat, khususnya warga yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat, 

mengenai dasar penetapan penerima BLT Dana Desa agar tidak menimbulkan 

kesalahpahaman dan kecemburuan sosial. Selain itu, pemerintah kalurahan dan 

pihak kecamatan melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan 

untuk memberikan kebijakan pengambilan BLT Dana Desa yang dapat 

diwakilkan oleh anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga, khususnya bagi 

penerima manfaat lanjut usia atau yang memiliki keterbatasan tertentu. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengelolaan Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023, 

penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kapanewon dan Pemerintah Kalurahan 

Pemerintah perlu meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran BLT Dana 

Desa melalui pemutakhiran data kemiskinan secara berkala dan transparan 

berbasis musyawarah desa, serta memperkuat penatausahaan dan pelaporan 
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sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diatur dalam 

PMK Nomor 146 Tahun 2023. Sementara itu, pemerintah kecamatan dan 

pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan peran pembinaan dan 

pengawasan guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, penetapan 

penerima manfaat, dan realisasi penyaluran BLT Dana Desa, sehingga 

pelaksanaan ketentuan PMK Nomor 146 Tahun 2023 dapat berjalan secara 

efektif. 

2. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dan objektif dalam 

proses musyawarah desa serta memahami kriteria penerima BLT Dana 

Desa. Sikap kooperatif dan keterbukaan masyarakat sangat diperlukan guna 

mendukung terciptanya penyaluran bantuan yang adil dan tepat sasaran. 
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